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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dakam pembahasan pada baba IV diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pengawasan izin pemanfaatan kayu tanah milik no 

522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah : 

a. Pengawasan batas wilayah adalah sumber jarak dari lokasi yang bisa di 

tebang kayu yang berdasarkan isi izin pemanfaatan kayu tanah milik, 

akan tetapi berdasarkan peraturan pemerintah No 30 tahun 2012 tentang 

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pemanfaatan 

kayu tanah milik di ganti pemanfaatan kayu hutan hak. 

b. Pengawasan pemerintah yang melakukan adalah Polisi kehutanan, dinas 

Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala desa 

(Sangadi) desa Pilolahunga. pengawasan pemerintah masih 

lemah/kurangnya perhatian yang di sebabkan oleh kurang jumlah 

anggota Kepolisian, kurangnya perhatian dari Dinas kehutanan, kepala 

Desa Pilolahunga memberikan mengarahan saja. 

c. Pengawasan Masyarakat kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah yang 

bersangkutan, pengawasan masyarakat melalui kerja sama antara 

masyarakat,  sesama masyarakat melindungi SDA dari hutan. 

2. Bahwa faktor – faktor kendala dalam pengawasan izin pemanfaatan kayu 

tanah milik no 522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan 
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Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah jenis kayu, 

pengangkutan, pajak, masyarakat adat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan 

beberapa hal berikut: 

1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya 

kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. 

2. Menjaga kelestarian hutan baik pemerintah maupun masyarakat. 

3. Pemegang izin harus menebang pohon sesuai dengan prosedur yang ada dan 

jenis kayu yang ditentukan. 

4. Perlu adanya perhatian/peduli pemerintah terhadap masyarakat agar tidak 

tercipta bencana alam, dan tidak juga merugikan pemerintah. 

5. Perlunya adanya tambahan Polisi kehutanan. 
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